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Daerah (Studi pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di 

Kabupaten Batang). 

 

faktor eksternal. 

Variabel terikat :  

Nilai informasi pelaporan 

keuangan 

 

 

sedangkan kualitas sumber daya 

manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi,  dan pengawasan 

keuangan    daerah    tidak 

berpengaruh. Disamping itu, 

kualitas sumber daya manusia dan   

pemanfaatan   teknologi informasi 

berpengaruh positif signifikan         

terhadap ketepatwaktuan   

pelaporan keuangan pemerintah 

daerah, sedangkan      pengawasan 

keuangan    daerah     tidak 

berpengaruh 

WTP 

8.  Rosalin (2011) 

 

Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Keandalan 

dan Timeliness Pelaporan 

Keuangan Badan Layanan 

Umum (Studi pada BLU di 

Kota Semarang). 

Variabel bebas : 

Pemanfaatan Teknologi in-

formasi, pengendalian 

intern akuntansi dan 

komitmen organisasi. 

Variabel terikat :  

Keandalan dan Timeliness 

Pelaporan Keuangan 

 

 

Pemanfaatan        teknologi, 

pengendalian intern akuntansi, dan   

komitmen organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap keandalan 

pelaporan keuangan. Sedangkan 

kualitas sumber daya manusia   

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keandalan pelaporan  

keuangan. Pemanfaatan  teknologi 

informasi dan   komitmen 

organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap timeliness pelaporan 

keuangan. Sedangkan kualitas 

Tidak adanya variabel, Kualitas 

SDM, Penerapan SAP dan 

Opini WTP 
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sumber daya manusia dan 

pengendalian intern akuntansi 

tidak berpengaruh 

9.  Sukmaningrum 

(2012) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas 

informasi laporan keuangan 

pemerintah daerah (studi 

empiris pada Pemerintah 

Kabupaten Dan Kota 

Semarang). 

Variabel bebas :  

Kualitas sumber daya 

manu-sia,  Sistem 

pengendalian intern dan 

faktor eksternal.  

Variabel terikat :  

Kualitas laporan Keuangan 

pemerintah daerah 

 

Sistem  Pengendalian  Intern 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap  kualitas  informasi 

laporan keuangan pemerintah 

daerah, sedangkan kompetensi 

sumber daya manusia tidak 

berpengaruh. Faktor eksternal 

tidak berpengaruh  terhadap 

kualitas   informasi   laporan 

keuangan. 

Tidak adanya variabel, 

Penerapan SAP, Komitmen 

Organisasi, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi  dan Opini 

WTP 

10.  Winidyaningrum 

dan Rahmawati 

(2012) 

Analisis faktor – faktor 

yang mempengaruhi 

keandalan dan timeliness 

pelaporan keuangan di 

pemerintah pada enam 

kabupaten di Jawa Tengah. 

 

Variabel bebas :  

Sumber daya manusia dan 

pemanfaatan teknologi 

informasi 

Variabel terikat : 

Keandalan dan Timeliness 

pelaporan keuangan 

 

 

Sumber daya manusia signifikan 

mempengaruhi keandalan 

pelaporan keuangan pemerintah. 

Pemanfaatan teknologi informasi 

Signifikan mempengaruhi 

keandalan dan timeliness 

pelaporan keuangan pemerintah. 

Sedangkan sumber daya manusia 

tidak signifikan mempengaruhi 

timeliness pelaporan keuangan 

pemerintah 

Tidak adanya variabel, 

Penerapan SAP, Implementasi 

SPI, Komitmen Organisasi,  

dan Opini WTP 



74 

 

 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

hubungan  antara variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah dengan variabel bebas yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, 

Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Pengendalian Intern,  

Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Tehnologi Informasi serta kaitannya 

untuk mendapatkan Opinni WTP.  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun 

atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi dengan serangkaian prosedur mulai 

dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan 

pelaporan keuangan pemerintahan daerah yang handal, yang biasa dikerjakan 

secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.  

Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang 

dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. 

Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang 

berkualitas diperlukan penerapan anPemerintah yang baik.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 paragraf lima 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  terdapat hubungan terkait antara 

Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah yaitu  “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip-prinsip akuntansi 

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.  
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Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai 

kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah di Indonesia. Dari uraian sebelumnya bahwa SAP merupakan prinsip 

akuntansi yang  diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah. 

Menurut pendapat lain seperti Deddi Nordiawan (2006) menyatakan 

bahwa adanya Pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan pada kualitas  

laporan keuangan pemerintah daerah yaitu “SAP diterapkan di lingkup 

pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun 

di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan 

berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat 

dan daerah.  Dengan pernyataan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa 

Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan 

keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian informasi 

keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di 

pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. 

 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai sebuah 

pertanggungjawaban kebijakan pemerintah daerah memerlukan kapasitas sumber 

daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, 

pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas 

organisasi. Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian 

akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban 

keuangan daerah pernah dilakukan oleh Nazier (2009), yang memberikan temuan 
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empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang 

pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam 

pengelolaan keuangan (Nazier, 2009). Selain itu, dari penelitian yang dilakukan 

oleh Zetra (2009) ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk 

menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan 

akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam 

melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang 

akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga 

masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi 

informasi yang memadai. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan 

sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan 

menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya 

informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi 

buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak 

memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh hasil bahwa fungsi dan proses 

akuntansi telah dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dalam bidang 

akuntansi sehingga dapat membantu keandalan pelaporan keuangan pemerintah.  

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 
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ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya 

kebijakan pimpinan (Indriasari dan Nahartoyo,2008) .  

Indriasari dan Nahartoyo (2008) dalam penelitiannya mengenai nilai 

informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan menggunakan survey terhadap 

kepala dan staf bagian akuntansi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa 

pengendalian intern akuntansi telah memberikan keyakinan yang memadai 

mengenai pencapaian tujuan pelaporan keuangan pemerintah yang tercermin dari 

keandalan kualitas laporan keuangan. 

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku 

kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang 

mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu 

Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through 

morality) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai 

keharusan dan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment 

through legitimacy) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum 

tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Dengan demikian adanya 

komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan 

keuangan pemerintah yang reliable sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan.  

Penelitian Aritonang dan Syarif (2009) yang meneliti mengenai 

keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada 

pemerintahan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi yang 

tinggi berdampak pada keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
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Tahun 2005 sehingga dapat meningkatkan kualitas keandalan laporan keuangan 

pemerintah daerah 

Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi 

informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses 

kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan 

menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi 

tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem 

manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan 

teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah 

oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009) 

Menurut Indriasari dan Nahartoyo (2008), perkembangan teknologi 

informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada 

organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Teknologi informasi 

menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi 

(komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi 

keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna 

atau multiprocessing. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi 

kesalahan yang terjadi .  

Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) 

memperoleh bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. 

Meningkatnya kualitas laporan tidak secara otomatis menjamin Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah akan mendapatkan Opini WTPP, sesuai dengan 



79 

 

 

 

Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 tentang “Standar Pemerintah Keuangan 

Negara” dijelaskan bahwa BPK akan melakukan pemerinksaan terhadap 

kewajaran penyajian laporan keuangan dengan tujuan memberikan pendapat/opini 

dengan mendasarkan kepada (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP), (2) Kecukupan pengungkapan (disclosure), (3) 

Ketaatan/kepatuhan terhadap perundang-undangan dan (4) Efektifitas Sistem 

Pengendalian Intern (SPI). Dengan demikian bagi pemerintah daerah yang ingin 

opini atas laporan keuangannya mendapatkan nilai yang baik (Opini WTP), juga 

harus memperhatikan ke 4 (empat) unsur fokus pemeriksaan BPK tersebut. 

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut ini : 
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2.4. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, telah 

diidentifikasi adanya beberapa variabel independen (X) yang diperkirakan baik 

secara parsial ataupun simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

(Y) pemerintah daerah yang berdampak untuk mendapatkan opini WTP (Z). 

Model dalam penelitian ini dapat digambarkan pada hipotesis di bawah ini: 

H0 : Seberapa besar Pengaruh Simultan Penerpan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian 

Intern, Komitmen Organisasi dan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi 

Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

H1 : Seberapa besar Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah 

H2 : Seberapa besar Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

H3 : Seberapa besar Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

H4 : Seberapa besar Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

H5 : Seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

H6 : Seberapa besar Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah terhadap Perolehan Opini WTP 

 


